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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 124 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MADIUN 

 TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20  

ayat  (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam 

rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2024;  

Mengingat: 1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

SALINAN 
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 3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6801); 

 4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 5.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 

Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

 6.  

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123) 

 8.    Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632); 

 9.   Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor  80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 

2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan 

dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); 

 12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2023 Nomor 17); 

 

 

13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 148 Tahun 2023 

tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu 

Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2023 Nomor 150); 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                             3 / 15                             3 / 15



- 4 - 

Kepala Bagian Hukum  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INOVASI 

DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi 

penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah. 

(2) Peraturan ini  bertujuan untuk :  

a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah; dan 

c. membentuk     kerjasama     antar     Perangkat    Daerah   

dalam   rangka pengembangan inovasi. 
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BAB II 

PENERAPAN INOVASI DAERAH 

Pasal 3 

(1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

(2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai 

tugas, pokok dan fungsinya. 

(3) Daftar inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 4 

(1) Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan inovasinya setiap 

tahun. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan 

pengembangan. 

(3) Pendataan  Inovasi  Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

penelitian dan pengembangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Inovasi 

yang dihasilkan  dan diterapkan sebelum Peraturan Bupati ini  

diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 6 Desember 2024 

Pj. BUPATI MADIUN 

 

ttd. 

 

TONTRO PAHLAWANTO 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 6 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
  

                 ttd. 

 

SODIK HERY PURNOMO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 124 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

${ttd_pengirim} 

 

ALIF MARGIANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

${ttd}
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 124 TAHUN 2024 
TENTANG 
PENETAPAN INOVASI DAERAH 

KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 
 

 

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 

 

No Judul Inovasi Penyelenggara Inovasi Bentuk Inovasi 

1 2 3 4 

1. GEBYAR 1000 NIB  Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

2. SULUH DUMULAH 
(Sosialisasi Penyuluhan Bagi 

Desa Kelurahan 
menggunakan Polling untuk 

Tema Pilihan) 

Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

3. GERTAK LITEL M PELAN 
(Gerakan Serentak Literasi 
Membaca Melalui 

Perpustakaan Berjalan) 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

4. AnDok (Antar Dokumen) Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

5. GAMON SILAT (Game online 

Semangat, Asyik untuk 
Latihan) 

Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

6. PODKESMAS SRD (Podcast 
Kesehatan Masyarakat 

Saradan) 

Dinas Kesehatan / 
Puskesmas Saradan 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

7. “LALAPAN KAKI” (Lahir 
Langsung dapat Kartu 

Keluarga, Akta Kelahiran 
dan Kartu Identitas Anak) 

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

8. SUARA GELLIS (Seutas 
Aksara Untuk Mengurangi 

Awan Sebagai Gerakan 
Menulis Siwa-Siswi Spenda) 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

9. PELUK MESRA ANANDA  Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

10. SI PAKEM Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan Dan 
Perlindungan Anak 

Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

11. ON CALL AZA  Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

12. BUY ONE GET ONE Dinas 
Kesehatan/Puskesmas 
Klecorejo 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

13. SI TEMON  Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 
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1 2 3 4 

14. SISAMBONG (Sistem 
Informasi Sumber Daya Air 

Modern Berbasis Online dan 
Analog) 

Dinas Pekerjaan Umum 
Dan Penataan Ruang 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

15. SILAT JANTAN (Sistem 
Informasi Laporan Terpadu 

Jalan dan Jembatan) 

Dinas Pekerjaan Umum 
Dan Penataan Ruang 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

16. RANUM GITA (Ramuan Toga 
Dan Akupresur Untuk 

Meningkatkan Nafsu Makan 
Dan Gizi Balita) 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Balerejo) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

17. Nasi Wangi Turbaya  Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

18. RENDANG PEDAS 
(RELOKASI Kandang untuk 

mewujudkan Pemukiman 
Desa Sehat) 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Saradan) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

19. 
 

HYBRID LEARNING SOLUSI 
PMTP SMP NEGERI 1 

GEGER KABUPATEN 
MADIUN PASCA PANDEMI 

COVID-19 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

20. “LIK RANDU SAKTI” Layanan 
Informasi Konsultasi Saran 
Pengaduan Melalui Saluran 

Terbuka dan Tertutup  

berbasis Teknologi Informasi 

Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

21. Merubah Sampah Menjadi 

Emas (MERAMBAH EMAS) 

Dinas Lingkungan Hidup Inovasi 

Pelayanan Publik 

22. SUMARI ON LINE  Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Geger) 

Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

23. “E-LINK yang HEBAT” 

ELEKTRONIK-LAPORAN 
INFORMASI PUSKESMAS 

YANG HANDAL, ENJOY, 
BERINTREGASI, DAN UP TO 
DATE 

Dinas Kesehatan Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

24. BREM (Blusukan Terpadu 

Empat Prioritas Masalah)  

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Jetis) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

25. IMP SMART Dinas Pengendalian 
Penduduk, Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

26. Ceria Merindu (Pelayanan 
Cetak Akta Kelahiran dan 

KIA di Posyandu 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

27. Peningkatan kualitas 
informasi data usaha mikro 

kriya melalui PASTILAKU 
KRIYA (Pembinaan Fasilitasi 
Kolaborasi dan Katalog 

Produk Kriya)  

Dinas Perdagangan, 
Koperasi, dan UM 

Inovasi 
Pelayanan Publik 
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1 2 3 4 

28. GELIAH SIKAT (Gerakan 
Peduli Sampah Singkirkan 

Cepat) DEMAM BERDARAH 

Dinas Kesehatan Inovasi 
Pelayanan Publik 

29. GOMADIUN (Platform Digital 

Pariwisata) 

Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

30. GERTAK TARE Dinas 
Kesehatan/Puskesmas 

Kaibon 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

31. BLUE CONTROL Dinas Pengendalian 
Penduduk, 
Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

32. IKAN PEDAS (Identitas 

Kependudukan Masuk Desa) 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

33. “SMART VILLAGE 
DEVELOPMENT PLANNING” 
(SMILE DING) 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

34. INOVASI PUSKESMAS 

BANGUNSARI MEMORI 
BERKAS (Masyarakat 

Mendukung Pemberian Asi 
Ekslusif) 

Dinas 

Kesehatan/Puskesmas 
Bangunsari 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

35. OKE DEH (pelayanan izin 
usaha mikro kecil melalui 

OSS keliling desa dan 
kelurahan)  

Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

36. Waskita Purbaya Entry 

Warning Sistem 

Badan Kesatuan Bangsa 

Politik (BAKESBANGPOL) 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

37. SIJARI LINA (Sistem 
Jaringan Dan Informasi 

Kesehatan Ibu Hamil, 
Bersalin, Nifas, Dan Anak) 

Dinas 
Kesehatan/Puskesmas 

Gantrung 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

38. Strategi Penata Usahaan 

Barang Milik Daerah 
Berbasis SIMATA (Sistem 

Informasi Manajemen Data 
Aset) 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 
Daerah  

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

39. E-Melogmas “Elektronik 
Management Logistik 

Kefarmasian” 

Dinas Kesehatan Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

40. Jejaring Lintas Anamnesa 
Untuk bersama Temukan 

dan Obati TBC-HIV ”JELITA 
BERTOBAT” 

Puskesmas Sumbersari Inovasi 
Pelayanan Publik 

41. SI GAPURA (Sistem Tanggap 
Aduan Warga) 

Dinas Pengendalian 
Penduduk, 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

42. Latare Bu Madi (Layanan 
Daftar Izin Edar Produk 
Pangan Kabupaten Madiun) 

Dinas Kesehatan Inovasi Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
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1 2 3 4 

43. PAKDE ON (Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

dengan Online) 

Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

44. Mas Medi (Sistem Pelayanan 

Lima Belas Menit Jadi) 

Dinas Pengendalian 

Penduduk, 
Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

45. SIPANTAS PORANG (Sistem 

Mutasi Perundungan /Bully, 
Kekerasan, Intoleran, Anak 
Putus Sekolah, Pelayanan 

Online Ramah Anak dan 

Orang Tua ) 

Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

46 Kontribusi Kedisiplinan 

Sekolah Terhadap 
Pengendalian Keterlambatan 
Peserta Didik Datang Ke 

Sekolah (Kondisi Sedap 

Dalam Pesta La Disko) 

Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

47. Go_Perpustakaan Spendula Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

48. SI MANTEP (Sistem 
Informasi Manajemen 

Inventory dan Stok Opname) 

Dinas Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

49. Rukun Adik Linda  Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

50. Bude Jamu Dapur (Bugar 

dengan Jamu dan 
Akupresur) 

Dinas Kesehatan Inovasi 

Pelayanan Publik 

51. So Zizz Nasi Laris (Soal Quiz 
Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa) 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

52. Integrasi Pendidikan Melalui 
Pro-BASA (Program Bank 

Sampah) Berbasis 
Ecopreneur Sebagai wujud 
Implementasi Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

53. Aquaponik Sebagai Media 
Belajar 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

54. Mak Colink Buka Lapak Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

55. Informasi Perpustakaan 
Berbasis Whatsapp 

Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

56. Penggunaan Google Form 

Untuk Optimalisasi 
Pelaporan Kasus Suspek 

Campak di Puskesmas 

Balerejo 

Dinas 

Kesehatan/Puskesmas 
Balerejo 

Inovasi 

Pelayanan Publik 
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57. Penerapan SI RATU (Sistem 
Informasi Rekapitulasi 

Usulan) Pengusulan Atau 
Belanja OPD Berbasis WEB 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Daerah 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

58. SiPepeling (Sistem 
Pengaduan Masyarakat Dan 

Pelaporan Dokumen 
Lingkungan) 

Dinas Lingkungan Hidup Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

59. Sambat Pedes (Santri Hebat 

Peduli Kesehatan) 

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Gantrung) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

60. Smart Transportasi (ATCS) 

Online (Automatic Traffic 
Control System) 

Dinas Perhubungan Inovasi 

Pelayanan Publik 

61. Gerakan Patkanan (Gerakan 

Empat Etika Kesantunan ) 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (SD 
Bulakrejo)  

Inovasi 

Pelayanan Publik 

62. LIDI SAKTI  ( Literasi Digital 

Menuju Siswa Berfikir Kritis 
dan Berbudi Pekerti ) 
 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (SMP I 
Jiwan) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

63. Kejar Si Cantik Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (SDN Bibrik 
01) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

64. Pro Aduhai (Program Shalat 

Dhuha Berjamaah Setiap 
Hari) 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

65. Si Dedak Padi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (SMPN 1 

Dagangan) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

66. Gendis Mannis Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Klagenserut) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

67. Gempur Stunting Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Gemarang) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

68. Google Spreadsheet Untuk 

Absensi Siswa 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

69. Alat Peraga Pembelajaran “ 
Mathematis Card” 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan                        

( SDN Purwosari 02) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

70. Program Terpadu Kesehatan 
Kucing (PROTEKKU) Pada 
Pukeswan Jiwan 

Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan 
Kabupaten Madiun 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

71. E- tunjangan Aplikasi 

Pengajuan Tunjangan 
Keluarga-Tunjangan 

Suami/Istri-Tunjangan Anak  

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM 

Inovasi Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

72. SIGRADATA (Sistem 
Integrasi Data) pada Dinas 

Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kabupaten 

Madiun 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian 
Inovasi 

Pelayanan Publik 

73. Si Daster (Sistem Informasi 

Data Stunting Terintegrasi 

Dinas PPKB & PPPA Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 
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74. Yuk Kita Jaga Silat (UKS 
Mengajak Gaya Hidup Sehat) 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan                              

(SMPN 1 Balerejo) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

75. Digitalisasi Dokumen Arsip 

Melalui Aplikasi “SIAP” 
Sistem Informasi Arsip 

Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Madiun 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

76. Riset Di Bali Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan    ( SMPN 1 

Balerejo) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

77. Optimalisasi Pengawasan 

Kearsipan Internal Melalui 
GASTOV (Satgas Monitoring 

dan Evaluasi) untuk 
Mewujudkan Gerakan Tertib 

Arsip Perangkat Daerah 
Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Madiun 

Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

78. Penggunaan Rekam Medis 

Elektronik (E-RM) Untuk 
Memperpendek Alur 

Pelayanan Pasien Rawat 
Jalan Di RSUD Dolopo 

Kabupaten  Madiun 

RSUD Dolopo Inovasi 

Pelayanan Publik 

79. D ‘Ojek Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Kebonsari) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

80. “SOP” Penerapan Sistem 
Unit Dose Dispensing (UDD) 

Dalam Distribusi Obat Pada 
Pasien Rawat Inap Di UPT 

Puskesmas Gantrung 
Kabupaten Madiun” 

Puskesmas Gantrung Inovasi 
Pelayanan Publik 

81. Penurunan angka kematian 
pasien di ruang rawat inap 

RSUD Caruban melalui 
"OPSIPENI" (Optimalisasi 

Sistem Peringatan Dini / 
Early Warning System) 

RSUD Caruban Inovasi 
Pelayanan Publik 

 

83. Pembuatan Buku Digital 
Sebagai Pendukung Sistem 

Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Pada 

Bagian Pengadaan Barang 
Dan Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Madiun 

Bagian Pengadaan 
Barang Dan Jasa Setda 

Kabupaten Madiun 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

84. Gerakan Masyarakat Peduli 

Kesehatan Pasien Psikosa 
(Gemar Pukis) 

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Wonoasri) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

85. Peningkatan Kepatuhan 

Kunjungan Pasien Prolanis 
Hipertensi Dan Diabetes 

Melitus Dengan Kunjungan 
Rumah Di Wilayah Kerja 
Puskesmas Jiwan 

Puskesmas Jiwan Inovasi 

Pelayanan Publik 
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86. Digitalisasi Arsip Dokumen 
Tender Pengadaan Barang 

Dan Jasa Berbasis Google 
Drive Pada Bagian 
Pengadaan Barang Dan Jasa 

Sekretariat Daerah 
Kabupaten Madiun 

Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

87. “Optimalisasi Pengawasan 

Obat Sebelum Kadaluarsa 
Dengan SOP Dan Metode “Es 

Cincau" (Pemberian Stiker 
Merah, Kuning, Hijau) Di 
Puskesmas Mejayan 

Kabupaten Madiun” 

Puskesmas Mejayan Inovasi 

Pelayanan Publik 

88. Optimalisasi Pelayanan 
Pencari Kerja Melalui Sistem 

Informasi Ketenagakerjaan 
(SITENAR) di Kabupaten 
Madiun 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

89. BERDEBAR (Berantas 

Demam Berdarah) 

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Dimong) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

90. LELADI SESAMI (Keliling 
Melayani Adminduk Setiap 

Hari Sabtu dan Minggu) 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

91. SI-PEDALRUM (Sistem 
Informasi Pengendalian 

Pembangunan Perumahan) 

Dinas Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

92. GASPOL DE ( Gali Potensi 

Sekolah Melalui Lingkungan 

Dengan Ecoprint ) 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

93. Sampahnya Dik Diko Dinas Lingkungan Hidup Inovasi 

Pelayanan Publik 

94. Bengkel Alkes (RMC) Si 
Mbelink (Aplikasi 
Management Pengelolaan 

Aset Medik  dan Non Medik 
TRILUX CMMS+ )   

Dinas Kesehatan Inovasi Tata 
Kelola 

95. ROBOT WAMPI ( Robot 

Belajar Whatsapp Dan Media 

Pembelajaran Interaktif) 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

96. “KOLAKTELO“ Kolaborasi  
fasilitasi dan konsultasi 

pendaftaran e-katalog lokal  
 

Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

97. Latar Wetan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

98. Candu Asmara                               
(Canangkan Poli Pandu PTM, 
Masyarakat  Mawas, Raga 

Sehat) 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Klecorejo) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

99. “POS LKPM” Pendampingan 
On Site Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal 

Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 
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100. “PEPES NILA” 
(Pendampingan Pedagang 

Pasar Penerbitan NIB 

Langsung Jadi) 

Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

101 Ratu Medan Tahan KBK 
(strategi untuk mencapai 

dan mempertahankan 
Kapitasi Berbasis Kinerja 

100% 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Saradan) 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

102. Inovasi Puskesmas 
Bangunsari Jari Simonic 
(Penjaringan Pasien HIV 

melalui Mobil Klinic 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Bangunsari) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

103. EKSPRES (Edukasi Terapi 
Komplementer dengan 

Teknik Akupresur)  

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Saradan) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

104. Cemilan Bu Celin Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Sumbersari) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

105. Lintas Kendedes Bersinergi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

106. Inovasi Puskesmas 

Bangunsari Jari Simonic 
(Penjaringan Pasien HIV 

melalui Mobil Klinic 

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Bangunsari) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

107. EKSPRES (Edukasi Terapi 

Komplementer dengan 

Teknik Akupresur)  

Dinas Kesehatan 

(Puskesmas Saradan) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

108. Alpukat (Anak Lahir Pulang 

Bawa KK dan Akta 

Kelahiran) 

RSUD Dolopo Inovasi 

Pelayanan Publik 

109. Tahan Banting (Tata Kelola 

Pencegahan Balita Stunting) 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Saradan) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

110. Command Center Pesilat 

Purabaya (Platform 
Elektronik Sistem Informasi 

Layanan Air Terpadu 
Perumdam “Tirta Dharma 

Purabaya” 

Perusahaan Daerah Air 

Minum 

Inovasi 

Pelayanan Publik 

111. Pecel KLB (Penceluban 

Kelambu) 

Dinas Kesehatan 
(Puskesmas Gemarang) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

112. Penyelenggaran Persandian 
Dalam Rangka Pengamanan 

Informasi Melalui 
Pembentukkan Computer 

Security Incident Response 
Team (CSIRT) di Pemerintah 

Kabupaten Madiun 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Inovasi Tata 
Kelola 

Pemerintahan 

113. Tiket Parkir Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan ( SMPN 1 
Wonoasri) 

Inovasi 

Pelayanan Publik 
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114. Awali dan akhiri dengan 
bersih 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan    ( SMPN 2 

Kebonsari) 

Inovasi 
Pelayanan Publik 

115. SI RUNGKAT (Sistem 

Informasi Ruang Konsultasi 
Anggaran Terintegrasi) 

untuk penyelesaian masalah 
penganggaran APBD 

Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 
Daerah 

Inovasi Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

 

 

Pj. BUPATI MADIUN, 

 

ttd. 

 

TONTRO PAHLAWANTO 
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